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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang belum 

diserap ke Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut.  

A.    Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin :  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

̀  ain` ع koma terbalik (di atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B.     Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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C.    Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ىَ ...ا َ

ىَ...  ِ  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

وَ...  ِ  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

 

Contoh: 

قا ل          -  ِ  ditulis qāla 

مى          - ر   ِ      ditulis ramā 

قْي ل          -  ِ        ditulis qīla 

ل          - قْو   ِ ي.  ِ     ditulis yaqūlu 

D.    Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2.      Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 
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3.     Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan “h”. 

 

E.     Syaddah  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

 

F.     Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 
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1.  Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 

2.  Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

3.  Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 

G.    Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak 

di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

   Contoh: 

ذ     خ   ِ ِْ ت   ِ  - ta’khużu 

شي ئ            ِ  - syai’un 
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ء           و  ِْ  an-nau’u -  الَّن.

إَّن            ِ        - inna 

H.    Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan 

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh : 

 

 

I.       Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh: 

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

J.      Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.” 

(QS. Al-Insyirah, 5-8) 

 

“Biar kita jadi doa yang nyata, bermuara pada lapang yang indah, tahu tujuan, hilang 

pun tetap kembali, hendak jauh dekat; tetapi selalu lebur.” 

(Nadin Amizah, Berpayung Tuhan) 
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ABSTRAK 

 

SOFI AMALIYAH, 2026 Perbandingan Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan 

Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum 

Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 

Pembimbing: Achmad Umardani, M. Sy. 

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan batas usia hadanah di 

Indonesia dan Brunei Darussalam serta analisisnya berdasarkan perspektif maqāṣid 

syarī‘ah. Permasalahan yang dikaji meliputi perbedaan ketentuan batas usia hak asuh 

anak di kedua negara dan relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan hukum masing-masing negara 

dalam menentukan hak asuh anak serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. 

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, dan secara 

praktis dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa hadanah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi 

kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh, dan 

doktrin hukum terkait hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Analisis dilakukan 

secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta 

menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid syarī‘ah dalam menjaga kemaslahatan 

anak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menempatkan ibu sebagai 

pengasuh utama anak yang belum mumayiz dengan mekanisme berbeda. Indonesia 

menetapkan batas usia 12 tahun sebagai kriteria mumayiz sehingga memberikan 

kepastian hukum, sedangkan Brunei Darussalam tidak menetapkan batas usia tetap dan 

lebih menekankan penilaian individual. Dari perspektif maqāṣihd syarī‘ah dan mashlahah 

mursalah, kedua sistem selaras dengan prinsip hifz al-din, hifz al aql, hifẓ al-nasl, hifẓ al-

nafs, dan hifẓ al-māl dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. 

 

Kata kunci: hadanah, maqāṣid syariah, batas usia, perlindungan anak 
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ABSTRACT 

 

Sofi Amaliyah, 2026 Comparison of the Age Limit Rules for Hadanah in Indonesia and 

Brunei Darussalam from the Maqasid Syariah Perspective, Thesis of the Faculty of 

Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor: Achmad Umardani, M. Sy. 

This study compares custody age regulations in Indonesia and Brunei 

Darussalam and analyzes them from the perspective of maqāṣid sharia. The issues 

addressed concern differences in custody age limits and their relevance to child welfare 

principles in Islamic law. The study aims to explain the legal approaches adopted by both 

countries in determining child custody and their implications for child protection. 

Theoretically, it contributes to Islamic family law scholarship and practically serves as a 

reference in resolving custody disputes. 

This research employs a normative legal method with a library research approach. 

Data were collected from statutory regulations, fiqh literature, and legal doctrines 

concerning child custody in both countries. A comparative analysis was conducted to 

assess similarities, differences, and conformity with maqāṣid sharia principles. 

The findings indicate that both countries designate the mother as the primary 

caregiver for children who are not yet mumayiz, but through different mechanisms. 

Indonesia sets the age of 12 as the criterion of mumayiz to ensure legal certainty, while 

Brunei Darussalam applies an individual assessment without a fixed age limit. Both 

systems align with the principles of hifz al-din, hifz al aql, hifẓ al-nasl, hifẓ al-nafs, and 

hifẓ al-māl in safeguarding child welfare. 

Keywords: hadanah, maqāṣid sharia, age limit, child protection 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hadanah atau pengasuhan anak merupakan aspek yang paling penting dalam 

hukum keluarga Islam yang menyangkut penjagaan, pengasuhan, dan perlindungan 

anak oleh orang tua atau pihak lain yang telah ditentukan setelah terjadinya perceraian. 

Dalam hal ini,  hadanah tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan amanah 

moral dan sosial yang sangat penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara 

lahir maupun batin dan menyangkut perlindungan jiwa, akal dan keturunan yang 

merupakan bagian dari maqasid syariah.1 

 Dalam pelaksanaan hadanah di negara yang menerapkan hukum Islam, ada 

perbedaan dalam penentuan aturan batas usia hadanah, termasuk di negara Indonesia 

dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, aturan hadanah diatur melalui Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) khususnya di dalam Pasal 105 huruf (a) berdasarkan Inpres No.1 

Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum 

berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, yang menekankan bahwa hak untuk 

merawat anak yang belum dapat membedakan atau yang berusia di bawah 12 tahun 

adalah milik ibunya. Setelah anak mencapai usia yang dapat membedakan baik dan 

buruk tersebut, dia diberi kebebasan untuk memilih siapa yang akan merawatnya.  

Berbeda dengan itu, Brunei Darussalam mengatur hak asuh melalui undang-

undang yang resmi dalam Undang-Undang Keluarga Islam, di bahagian VII nomor 

91(2) yang berbunyi "Jika kanak-kanak itu telah mencapai umur mumaiyiz, maka 

kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau 

bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya", bahwa jika anak 

tersebut sudah berusia cukup untuk membedakan, dia berhak memilih untuk tinggal 

dengan ibunya atau ayahnya, kecuali jika pengadilan memutuskan lain.2 Secara umum 

menetapkan bahwa hadanah berakhir ketika anak sudah dikatakan mumayiz dengan 

 
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,  Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 289. 
2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105, 14.  
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usia tertentu dan tidak disebutkan secara langsung ataupun  tidak langsung eksplisit.3 

Karena ada perbedaan dalam penentuan aturan batas usia hadanah, maka menjadi 

relevan untuk dilakukan perbandingan yang lebih mendalam. Perbedaan ini tidak 

hanya menunjukkan perbedaan pendekatan hukum formal, tetapi juga melihat 

bagaimana cara pandang masing-masing negara dalam mengimplementasikan nilai-

nilai perlindungan anak. Hal ini penting untuk dianalisis dari perspektif maqasid 

syariah guna mengetahui aturan mana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan 

ditetapkannya hukum Islam.  

 Fokus utama penelitian penulis yaitu tentang aturan batas usia hadanah di 

Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah. Dalam melihat 

kebijakan peraturan batas usia hadanah ini, penelitian ini dimulai dari mencari data-

data dari berbagai sumber yang ada, kemudian di lanjutkan dengan mengetahui 

perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam 

perspektif maqasid syariah. Dalam melihat kebijakan peraturan batas usia hadanah ini, 

menggunakan pendekatan maqasid syariah menjadi sangat penting. Lima hal penting 

yang perlu dilindungi dalam maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan, 

dan harta. Dalam pelaksanaan hadanah, menjaga jiwa, pikiran, dan keturunan anak 

adalah hal yang paling penting.4 

Dari pemaparan kedua undang-undang tentang aturan batas usia hadanah  di atas, 

penulis menemukan ada perbedaan yang menarik, dimana dalam salah satu undang-

undang termasuk Indonesia menggunakan hukum yang detail sedangkan di Brunei 

Darussalam menggunakan hukum yang umum atau biasa disebut fleksibel. Hal ini 

mencerminkan bagaimana pendekatan masing-masing negara terhadap hukum 

keluarga dan perlindungan hak-hak anak dalam mengatur siapa yang mempunyai hak 

asuh anak yang sudah mumayiz serta bagaimana aturan penerapannya di masing-

masing negara. 5  Maka dari itu, perbedaan ini menjadikan penulis tertarik untuk 

 
3  Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga 

Islam,1999), Pasal 91, 887. 
4 Yusuf Al-Qardhawi, Madkhil lid dirosat Al-Syariah Al-Islamiyah (Kairo: Maktabah Wahbah, 

1991),  62. 

5  Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga 

Islam,1999), Pasal 91, 887. 
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mencari lebih lanjut dalam mengambil tindakan penentuan bahwa anak tersebut sudah 

bisa disebut mummayiz atau belum dalam pelaksanaan hadanah. 

Dalam analisisnya, peneliti menggunakan maqasid syariah sebagai pedoman 

hukum dalam membandingkan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei 

Darussalam. Maqasid syariah merupakan ketetapan hukum Allah yang dapat 

memberikan penyesuaian dengan mencapai tujuan untuk kemaslahatan manusia. 

Aturan tentang batas usia untuk hak asuh anak adalah bagian dari poin kelima dalam 

tujuan syariat. Tujuan ini menjelaskan pentingnya menentukan hak asuh anak dengan 

baik, karena anak yang masih kecil belum pasti siap secara mental dan emosional. Hal 

ini membuat mereka berisiko mengalami masalah di masa depan jika diasuh oleh 

lingkungan yang salah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Islam memberikan 

perlindungan khusus bagi anak-anak.6 Maka dari itu, jika aturan batas usia hadanah 

tersebut tidak sesuai dengan aturan syariat yang sah, maka maqasid syariah akan 

menciptakan kemudharatan.   

Adanya suatu konsep dari maqasid syariah bisa menghasilkan kebaikan dan juga 

menjauhkan dari keburukan. Dalam hal ini, kita di masa yang akan datang bisa 

mendapatkan manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan. Dalam aturan batas 

usia hadanah tersebut, maqasid syariah menjadi kerangka untuk menilai apakah aturan 

batas usia tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan apakah memberikan 

kemanfaatan ataupun keburukan bagi seorang anak. 

 Aturan tentang batas usia pengasuhan anak ini bisa menjadi cara yang bagus 

untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan saat merawat dan mendidik anak 

dalam waktu yang lama atau jangka panjang. Maka dari itu, penting untuk bisa melihat 

bagaimana aturan batas usia pengasuhan di Indonesia dan Brunei Darussalam bisa 

sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menentukan batas usia untuk 

pengasuhan. Studi ini ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara 

masing-masing negara membuat kebijakan tentang pengasuhan dan bagaimana 

hubungannya dengan tujuan syariah tersebut.7  

 
6 Aminuddin, Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia,1999), 171. 
7 Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”, Jurnal 

At-turas, Vol. V, No. 1 (2018): 62. 
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 Dalam kajian perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei 

Darussalam dalam perspektif maqasid syariah , menarik untuk diteliti lebih lanjut 

untuk melihat beberapa poin yang unik terkait perbedaan dalam aturan di kedua negara 

tersebut. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perbandingan 

aturan batas usia hadanah di kedua negara ini dan bagaimana kedua sistem hukum di 

negara ini bisa menyesuaikan maqasid syariah dalam aturan hadanah. Hal ini bisa 

memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masing-masing negara 

mengatur dan menerapkan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip islam dalam 

hadanah serta berdasarkan nilai-nilai maqasid syariah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada beberapa poin penting yang bisa 

menjadi masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei 

Darussalam? 

2.Bagaimana pemahaman hukum hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam 

perspektif maqasid syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan berdasarkan melihat fokus pada penelitian ini, ada beberapa tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain : 

1. Untuk mendeskripsikan terkait bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah 

di Indonesia dan Brunei Darussalam. 

2. Untuk menganalisis pemahaman dan implementasi hukum hadanah di kedua negara 

dalam perspektif maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan anak. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritik dari penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat sebagai 

pemahaman tentang aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam, 

bisa berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam dan tujuan 

dari maqasid syariah. 

2. Manfaat secara praktis untuk memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar 

sarjana Hukum dari Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Bagi penulis 

dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di 
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dalam bidang Kompilasi Hukum Islam terutama tentang pentingnya 

menyeimbangkan norma hukum terkait hadanah atau pengasuhan anak. 

E.  Kajian Pustaka 

 Pertama, dari Skripsi yang berjudul Perbandingan Hadanah: Studi Hukum 

Keluarga Indonesia dan Brunei Darussalam (2020) oleh Narzalina. Penelitian ini 

membahas tentang perbandingan hukum hadanah antara Indonesia dan Brunei 

Darussalam secara vertikal, horizontal dan fiqh yang mana terkait urutan hak asuh 

anak dan syarat sah hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Persamaan pada 

skripsi ini dengan peneliti yaitu membahas terkait aturan hadanah di Indonesia dan 

Brunei Darussalam. 8  Namun, fokus peneliti ini membahas tentang pemahaman 

hukum, fokus pada perbandingan aturan batas usia hadanah dan relevansinya 

terhadap maqasid syariah. 

 Kedua, dari Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim di Indonesia dan 

Malaysia dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah dan 

Keadilan Gender (2022) oleh Ahmad Mukri Adji. Penelitian ini membahas 

bagaimana putusan hakim terkait hak asuh anak kepada ayah, serta bagaimana upaya 

para pemohon dan termohon yang digunakan untuk mendapatkan hak asuh anak.9 

Sedangkan peneliti fokus membahas tentang bagaimana pemahaman hukum tentang 

perbedaan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam serta 

mengetahui apakah sudah mencapai maslahat maqasid syariah. 

 Ketiga, dari Skripsi yang berjudul Pemeliharaan Anak (Hadanah) Terhadap 

Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia (2022) oleh Arie Angga 

Saputra. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana peraturan dan apa yang 

mempengaruhi pembentukan peraturan tersebut tentang hadanah bagi orang tua yang 

berbeda agama di Kuwait dan Indonesia.10 Sedangkan fokus peneliti ini membahas 

 
8  Narzalina, “Perbandingan Hadanah: Studi Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei 

Darussalam”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 18. 
9  Ahmad Mukri Adji, Skripsi. “Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam 

Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah dan Keadilan Gender”, Skripsi (Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 18. 

10 Arie Angga Saputra, Pemeliharaan Anak (Hadanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda 

Agama Di Kuwait Dan Indonesia, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 18. 
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tentang bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah pada anak yang dianggap 

mumayiz di Indonesia dan Brunei Darussalam.  

 Keempat, dari Skripsi yang berjudul Ketentuan Hadanah Di Indonesia Dan 

Maladewa (2020) oleh Lutfi Abdul Latif. Skripsi ini membahas mengenai 

perbandingan tentang peraturan pengasuhan anak dari berbagai sudut pandang. Hal 

ini meliputi siapa saja yang berhak untuk mengasuh, kriteria untuk pengasuh, biaya 

pengasuhan, dan anak bisa memilih pengasuhnya serta aturan membawa anak ke luar 

negeri. Perbandingan antara Fikih Syafi'i, Hukum Keluarga di Indonesia, dan Hukum 

Keluarga di Maladewa. 11  Sedangkan fokus peneliti ini membahas tentang 

perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam 

perspektif maqasid syariah. 

 Kelima, dari Skripsi yang berjudul Perbandingan Hadanah antara Indonesia dan 

Malaysia (2020), oleh Nurdian. Skripsi ini membahas tentang ketentuan pelaksanaan 

hadanah antara Indonesia dan Malaysia diputuskan di pengadilan, pemberian 

hadanah pada anak yang belum mumayiz kepada ibu dan kewajiban nafkah setelah 

perceraian yang dibebankan kepada ayah. 12  Sedangkan fokus peneliti ini terkait 

bagaimana pemahaman hukum aturan hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam 

dan bagaimana aturan batas usia hadanah pada anak bisa dikaitkan dengan prinsip 

utama maqasid syariah. 

Perbedaan antara penelitian Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, 

salah satunya skripsi Narzalina yang berjudul “Perbandingan Hadanah: Studi Hukum 

Keluarga Indonesia dan Brunei Darussalam”, diketahui bahwa penelitian tersebut 

membahas hadanah secara umum dari perspektif hukum keluarga di dua negara. 

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan fokus, yaitu secara khusus mengkaji 

perbandingan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam 

perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, sampai saat ini belum ditemukan 

penelitian yang membahas topik tersebut secara spesifik sebagaimana yang dilakukan 

dalam penelitian ini. 

 
11Lutfi Abdul Latif, Ketentuan Hadanah Di Indonesia Dan Maladewa, Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2020), 18. 

12 Nurdian, Perbandingan Hadanah antara Indonesia dan Malaysia, Skripsi (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2020), 18. 
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F. Kerangka Teori 

1. Hadanah  

Hadanah itu berarti menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak dari kecil 

hingga mereka dewasa dan bisa hidup mandiri. 13  Dari segi bahasa, hadanah 

berasal dari kata yang berarti "di samping atau di bawah ketiak," yang 

menggambarkan sosok ibu yang selalu ada untuk melindungi dan merawat 

anaknya. Sedangkan secara istilah, hadanah adalah proses merawat dan mendidik 

anak yang masih kecil dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk, serta yang belum memiliki kecerdasan emosional yang cukup.14  

 Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah menyatakan, hadanah merupakan 

kegiatan untuk merawat anak-anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai 

usia mumayiz dan belum mandiri, serta merupakan upaya untuk memastikan 

kesejahteraan anak-anak, memberikan perlindungan dari berbagai hal yang dapat 

menyakiti atau membahayakan mereka, mendidik tubuh dan jiwanya, serta agar 

mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. 

Dalam Islam, hadanah adalah tanggung jawab bersama untuk kedua orang tua, 

jadi tidak hanya ayah yang harus peduli terhadap anaknya, tapi ibu juga perlu 

berusaha dan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saat kedua orang tua 

masih bersama dan menikah secara sah, mereka bisa merawat anak tersebut secara 

bersama-sama. Tapi jika mereka sudah berpisah atau bercerai, hak pengasuhan 

biasanya jatuh ke ibu. Meskipun begitu, ayah tetap punya tanggung jawab untuk 

mendukung biaya anaknya karena tanggung jawab ayah tidak hilang hanya karena 

perceraian.  

Pada Kompilasi Hukum Islam, Hadanah diatur di Pasal 105 yang menjelaskan 

sebagai berikut: (1) perawatan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya 

(2) untuk anak yang sudah bisa memilih, mereka dapat menentukan apakah ingin 

tinggal bersama ayah atau ibu, dan (3) biaya perawatan harus ditanggung oleh ayah. 

Pasal 105 dari Kompilasi Hukum Islam ini berkaitan dengan anak yang belum 

 
13 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ( Jakarta: Akademika Presindo, 2004),  

22. 
14 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1999), 415. 
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dewasa.15 Anak yang dibilang mumayiz adalah anak yang belum bisa membedakan 

baik dan buruk, jadi mereka masih memerlukan dukungan dari orang tua sampai 

mereka dewasa dan bisa mandiri. Ketika anak sudah dewasa, mereka sudah bisa 

menentukan jalan hidupnya sendiri untuk masa depannya.  

2.   Maqasid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi 

Maqasid adalah sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai 

tujuan seseorang menuju kebenaran dan keberhasilan. Kata al-syariah berarti sumber 

tumbuh dan sumber air, yang menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan bagi 

semua makhluk, sama seperti agama adalah sumber kehidupan bagi setiap muslim 

untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Dalam Islam adalah sesuatu yang 

dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk mencapai tujuan seseorang kepada 

jalan kebenaran. Kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber air yang 

bermakna bahwa air merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup seperti 

agama menjadi sumber kehidupan setiap muslim untuk mencapai kemaslahatan di 

dunia dan akhirat.16 Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai bila kehidupan 

manusia sesuai berada di jalur hukum atau melaksanakan perintah yang baik dan 

tidak berbuat sesuatu larangan menurut hawa nafsunya sendiri. Maka maqasid al-

syariah artinya upaya manusia untuk mendapatkan tujuan yang sempurna dan jalan 

yang benar berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW.17 

Konsep Maqasid syariah menurut Imam As-Syatibi dalam al-mustashfa yang 

menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima prinsip utama yaitu 

agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal ('aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Lima 

prinsip ini disebut sebagai "al-kulliyat al-khams". Menurut Asy-Syatibi, seluruh 

hukum syariat harus bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima aspek ini.18 

Di era yang sudah terbuka dan merdeka seperti saat ini, maqasid syariah 

diharapkan bisa bekerja dengan maksimal agar ketentuan hukum dan tujuan asasi suatu 

 
15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105, 26. 

16  Busyro, Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah ( Jakarta: 

Kencana, 2019), 5-6. 
17 Iwan Hermawan, Ushul Fiqh, Metode Kajian Hukum Islam (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019), 

55. 

                18  Abdurrahman Misno BP (Ed.), Panorama Maqasid Syariah (Bandung : Media Sains 

Indonesia, 2021), 38-29. 



9 
 

 
 

negara dan pemerintahan tidak terjadi pergeseran nilai- nilai hukum dan agama. Oleh 

karena itu, keduanya harus saling berkaitan, yaitu dengan perumusan undang-undang 

yang sejalan dengan maqasid syariah dan dapat dipastikan bahwa hukum dan aturan 

yang diterapkan tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum saja namun sesuai 

dengan etika dan tercapainya moral atau syariat islam.19 

3. Mashlahah Al Mursalah  

      Mashlahah secara etimologis memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan) 

dan kegunaan. 20  Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahat dan 

mursalah. kata mashlahah dari kata soluha-yaslah-sulhan-mashlahah yang memiliki 

makna yang baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata maslahlah dalam penggunaanya 

sering dipertukarkan dengan kata istislah.21 Pengertian mashlahah secara etimologi 

adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini 

dapat dipahami, bahwa mashlahah memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan 

menjauhkan madharat. Terkadang mashlahah ini ditinjau dari aspek ijab-nya saja dan 

menjadi gorinah menghilangkan masadat. Jadi, yaitu memutuskan hukum pada hal-hal 

yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qu'an maupun as-Sunnah, menggunakan 

pertimbangan buat kemaslahatan atau kepentingan hidup insan yang bersendikan pada 

asas menarik manfaat serta menghindari kerusakan.22 

Adapun Syarat-syarat mashalih al-mursalah menurut Imam Asy-Syatibi ada 3 (tiga) 

yaitu: 

a. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa 

menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk 

kepada mashlahah mursalah 

 

 

 

 
19  Yasid Makhshushi,”Perspektif Maqasidus Syariah Menyikapi Dinamika Hukum 

Ketatanegaraan Islam”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29, No. 2  (2022):  41. 
20  Al-Buti, Dawabit al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Beirut : Muassasah al-

Risalah, 2001), 27. 
21Agus Miswanto, Ilmu Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam (Magelang :UNIMMA Press, 

2019), 161. 
22 Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh,  (Bandar Lampung : AURA, 2019), 68. 
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b. Sejalan atau sinergi dengan maqasid syariah 

c. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan (raful 

haraj).23 

Dalam kajian Ushul Fiqh, konsep mashlahah mursalah merupakan salah satu 

metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan 

yang tidak memiliki dasar dalil secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis. 

Mashlahah mursalah diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara 

tegas pengakuan maupun penolakannya oleh nash, namun sejalan dengan tujuan 

syariat (maqasid syariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, mashlahah adalah segala sesuatu 

yang mengandung pemeliharaan terhadap tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. 24  Sementara itu, Abu Ishaq al-Shatibi menegaskan 

bahwa mashlahah dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak 

bertentangan dengan dalil syar‘i dan benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang 

nyata bagi manusia.³ Pandangan ini juga diperkuat oleh para ahli ushul fikih 

kontemporer di Indonesia yang menyatakan bahwa mashlahah mursalah digunakan 

dalam menjawab persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, 

selama sejalan dengan tujuan syariat.25 

Berkaitan dengan batas usia hadanah, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam 

yang menetapkan usia 12 tahun serta ketentuan dalam Islamic Family Law Order 

1999 yang menggunakan kriteria mumayiz, tidak memiliki dasar penetapan yang 

eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut dapat dipahami 

sebagai hasil ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan mashlahah mursalah. 

Penetapan batas usia 12 tahun dalam hukum Indonesia mencerminkan upaya 

menghadirkan kemaslahatan dalam bentuk kepastian hukum. Dengan adanya batas 

usia yang pasti, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam memutus perkara 

hadanah sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan memberikan 

perlindungan hukum bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa mashlahah yang 

 
23 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Mesir : Darul Fikri al-‘Araby, 1958), 279. 
24 Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh  (Kairo : Dar al-Qalam, 1978), 84. 
25 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II (Jakarta : Kencana, 2011),  345. 
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diutamakan adalah kemaslahatan yang bersifat yuridis dan administratif. Sementara 

itu, ketentuan di Brunei Darussalam yang menggunakan kriteria mumayiz 

menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam perspektif mashlahah 

mursalah, pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menilai tingkat kedewasaan 

anak secara kasuistik, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi 

psikologis dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, mashlahah yang 

diutamakan lebih bersifat substantif. Dengan demikian, perbedaan batas usia 

hadanah antara Indonesia dan Brunei Darussalam dapat dipahami sebagai bentuk 

ijtihad yang sama-sama berlandaskan mashlahah mursalah, dengan orientasi yang 

berbeda, yaitu antara kepastian hukum dan fleksibilitas demi kemaslahatan anak. 

Dalam perspektif Ushul Fiqh, para ulama juga memberikan batasan terkait 

penggunaan mashlahah mursalah agar tidak digunakan secara bebas tanpa kendali. 

Para ahli ushul fikih mensyaratkan bahwa kemaslahatan tersebut harus bersifat 

nyata (ḥaqīqiyyah), bersifat umum (kulliyyah), serta tidak bertentangan dengan dalil 

syar‘i yang telah ada.26 Dengan demikian, mashlahah mursalah bukanlah sekadar 

pertimbangan rasional semata, melainkan tetap berada dalam kerangka prinsip-

prinsip dasar syariat. Mashlahah mursalah memiliki keterkaitan erat dengan konsep 

maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada 

perlindungan lima unsur pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams), yakni menjaga agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Dalam konteks hadanah, semua lima aspek  sangat 

penting seperti perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan terhadap 

akal (hifz al-aql), perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap 

harta (hifz al-mal) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), karena pengasuhan anak berkaitan 

langsung dengan tumbuh kembang fisik, psikologis, serta moral anak. 

Apabila dikaitkan dengan penentuan batas usia hadanah, maka penggunaan 

mashlahah mursalah menjadi sangat relevan karena tidak adanya ketentuan pasti 

dalam nash mengenai usia tertentu. Oleh karena itu, para pembentuk hukum di 

berbagai negara muslim melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kondisi 

sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat masing-masing. Dalam hal ini, batas 

 
26 Satria Effendi, Ushul Fiqh  (Jakarta : Kencana, 2011),  345. 
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usia 12 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk 

standarisasi kemaslahatan untuk menciptakan kepastian hukum, sedangkan konsep 

mumayiz dalam Perintah Darurat Islamic Family Law Order Brunei Darussalam 

1999 menunjukkan pendekatan kemaslahatan yang lebih fleksibel dan berbasis 

kondisi individu anak. 

Di sisi lain, sebagian ulama juga menegaskan bahwa fleksibilitas dalam 

mashlahah mursalah justru menjadi keunggulan hukum Islam, karena mampu 

beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip 

syariat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan batas usia hadanah 

bukanlah suatu kelemahan, melainkan bentuk dinamika hukum Islam dalam 

merespons kebutuhan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa penggunaan mashlahah 

mursalah dalam penentuan batas usia hadanah merupakan bentuk ijtihad yang sah 

dan relevan. Baik pendekatan yang menetapkan batas usia secara pasti maupun 

yang menggunakan indikator kedewasaan anak, keduanya memiliki legitimasi 

dalam kerangka maqasid syariah selama bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan terbaik bagi anak.27 

3. Perbandingan Hukum 

Secara Epistemologis dan ontologis, Ilmu perbandingan hukum merupakan 

suatu kajian tentang pengetahuan perbandingan yang mampu menghasilkan suatu 

pengetahuan yang baru. 28  Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan dalam 

membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum dalam satu negara dengan 

sistem negara lain sehingga memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan 

dengan didasarkan penjelasan-penjelasannya mengenai adanya suatu perbedaan di 

dalam sistem hukum tersebut. Seperti Jolious Stone yang berpendapat bahwa 

perbandingan hukum bisa menggambarkan sesuatu yang menjadi inti persamaan 

dan perbedaan dalam sistem hukum.29 

 
27 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 123. 
28 Geoffrey Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method (Oxford and 

Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014), 49. 
29 Mohammad Faiz, https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/ 

(Diakses tanggal 23 Juli 2025). 



13 
 

 
 

Ratno Lukito, dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Hukum: Perdebatan 

Teori dan Metode, menjelaskan bahwa ada dua tingkat dalam perbandingan hukum. 

Pada tingkat yang pertama, yaitu makro, membandingkan cara sistem hukum 

bekerja. Sedangkan tingkat kedua, mikro, menekankan pada isi hukum itu sendiri. 

Perbandingan makro adalah usaha untuk melihat masalah hukum tertentu. 

Sementara itu, perbandingan mikro adalah suatu usaha untuk melihat isi hukum 

yang lebih dalam. Keduanya bisa digunakan dalam berbagai cara untuk 

mengembangkan hukum dengan melihat hukum dari negara lain.30  

Hukum yang sudah diketahui dan yang akan dibandingkan disebut 

“comparatum”, sedangkan hukum yang perlu dibandingkan dengan hukum yang 

diketahui disebut “comparandum”. Dari hasil perbandingan ini, kita bisa 

menentukan apa yang akan dibandingkan, seperti contoh dalam tulisan ini tentang 

batas usia hadanah antara Indonesia dan Brunei Darussalam yang disebut “tertium 

comparatum”.31 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sesuatu yang diperlukan dalam penelitian sebagai 

prosedur yang sistematis dan logis dalam penelitian untuk mencapai suatu penelitian 

tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum 

normatif dan menggunakan metode komparatif. Pendekatan hukum normatif 

berasal dari kata “norm” yaitu berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana dalam mengkaji persoalan hukum-hukum tertentu dari sudut pndang 

ilmu hukum secara mendalam dengan berpegang teguh terhadap norma hukum yang 

telah dibentuk.32 Metode komparatif adalah cara untuk membandingkan dua atau 

lebih suatu hal berbeda, seperti benda dan kejadian. Kita melakukannya dengan 

 
30 Ratno Lukito, Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode (Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press , 2016), 26-27. 
31 Ratno Lukito, Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode (Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press , 2016),  28-32. 
32 Djulaeka, Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ( Surabaya: Scopino Media 

Pustaka, 2019),10. 
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melihat dan memahami apa yang sama dan apa yang berbeda dari beberapa hal 

tersebut.33 

2. Sumber Data 

       Sumber data di bagi maenjadi dua yaitu primer dan sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Menjelaskan bahwa data pokok atau primer ialah informasi yang 

berbentuk data yang didapatkan langsung dari pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini data primer yang digunakan yaitu terkait aturan batas usia hadanah 

yang berkaitan dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 105, 

Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam yaitu “Perintah 

Darurat Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam” Tahun 1999 pada 

bahagian VII/8 yang dalam literatur Inggris dikenal sebagai Laws of Brunei CAP. 

217 “Chapter VII/8” dan maqasid syariah menurut Asy-Syatibi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Mengungkapkan juga bahwa data sekunder ialah data yang didapatkan 

melalui kepustakaan salah satunya seperti buku-buku, undang-undang dan jurnal-

jurnal hukum yang terkait dalam kajian ini. Data sekunder yang didapatkan dari 

referensi yang berupa buku, undang-undang, jurnal yang berhubungan dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini. Terutama karya ilmiah lainnya  tentang 

ketentuan hadanah di Indonesia, Brunei Darussalam  dan keterkaitan hadanah 

dengan maqasid syariah. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu teknik yang 

bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa dokumen hukum, peraturan 

perundang-undangan, maupun literatur terkait. Penulis juga menggunakan 

pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk melihat 

persamaan dan perbedaan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei 

 
33 Fauziah Hamid, Anna, Dkk, Buku Ajar Metode Penelitian (Jambi: PT. Sonpedia Publishing 

Indonesia, 2024), 26. 
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Darussalam, serta sejauh mana keduanya sejalan dengan prinsip maqasid syariah, 

khususnya lima prinsip utama: hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, 

dan hifz al-mal.34 

H. Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini, penulis menjelaskan semua bab dari penulisan penelitian. 

Sistematika yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

     Bab pertama. Berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar 

belakang masalah, yang bertujuan sebagai pembatas dalam penelitian ini. Selain itu, 

terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penyusunan. 

     Bab kedua. Menjelaskan tentang gambaran umum dari aturan batas usia hadanah, 

teori mengenai perbandingan hukum, pengertian mengenai maqasid syariah, unsur 

pokok serta dasar hukum maqasid syariah. 

 Bab ketiga. Berisi tentang aturan batas usia hadanah dalam hukum keluarga islam 

di Indonesia dan Brunei Darussalam. 

 Bab keempat. Menjelaskan hasil analisis dari data yang di dapatkan dari berbagai 

sumber mengenai perbedaan dan persamaan aturan terkait aturan batas usia hadanah 

di Indonesia dan Brunei Darussalam serta relevansinya dengan maqasid syariah.  

Bab kelima. Berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang disajikan pada bab 

sebelumnya atau jawaban dari rumusan masalah. Untuk kemudian menemukan 

kemungkinan-kemungkinan yang masih penting untuk penelitian selanjutnya. 

 
34  Astri Sulistiani R., Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa (Jawa Barat: 

Penerbit Adab, 2021), 57. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan hukum hadanah di  Indonesia 

dan Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menempatkan ibu 

sebagai pengasuh utama anak yang belum mumayiz, meskipun mekanismenya berbeda. 

Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menetapkan batas usia 12 tahun 

sebagai kriteria mumayiz, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan 

hakim menyelesaikan sengketa hak asuh, dan mengurangi potensi konflik antar orang tua. 

Pendekatan ini formalistik karena menekankan angka usia. Sebaliknya, Brunei 

Darussalam melalui Perintah Darurat atau Perintah Darurat 1999 (Islamic Family Law) 

Order Pasal 91(2) tidak menetapkan angka usia tertentu atau lebih fleksibel. Hakim 

menilai kesiapan anak mumayiz dan kemampuan memilih pengasuh berdasarkan kondisi 

nyata, sehingga pengasuhan bersifat fleksibel dan substantif, menyesuaikan kebutuhan 

psikologis, fisik, dan sosial anak. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi kedua negara 

terhadap konteks hukum modern, namun tujuan utama tetap sama, yaitu memastikan 

kemaslahatan anak dalam pengasuhan pasca perceraian. 

Dari perspektif maqāṣhid syarī‘ah menurut Asy-Syaṭibi, pengaturan hadanah di kedua 

negara selaras dengan prinsip perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), perlindungan akal 

(hifz al-aql), perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan 

perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Anak diasuh oleh ibu untuk menjamin keselamatan fisik, 

bimbingan moral, dan pendidikan dini, sementara ayah tetap menanggung nafkah sebagai 

bentuk tanggung jawab ekonomi. Pendekatan fleksibel Brunei lebih mendekati prinsip 

mazhab Syafi’i klasik karena menilai kondisi individual anak secara substantif, sedangkan 

pendekatan administratif Indonesia menekankan kepastian hukum. Prinsip mashlahah 

mursalah menjadi dasar penting dalam proses ini, karena memungkinkan hukum 

menyesuaikan pengaturan pengasuhan dengan kebutuhan nyata anak, baik dari aspek 

religius, fisik, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, batas usia hadanah 

yang ditetapkan oleh masing-masing negara harus dipahami dalam konteks kemaslahatan 

anak, bukan sekadar formalitas hukum semata. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan 



17 
 

 
 

hadanah yang selaras dengan maqāṣid syariah dan prinsip mashlahah mursalah mampu 

memberikan perlindungan optimal bagi anak, baik dari segi pengasuhan, pendidikan, 

maupun kesejahteraan secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun mekanisme berbeda, kedua sistem sama-sama mengutamakan kemaslahatan 

anak (maṣhlaḥah) yaitu dengan menjamin pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, dan 

keselamatan anak, serta tetap sesuai tujuan hukum Islam. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Indonesia: 

Disarankan menambahkan mekanisme evaluasi kesiapan anak mumayiz secara 

individual dalam KHI, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, tanpa 

mengorbankan kepastian hukum. Misalnya, hakim dapat diberikan pedoman menilai 

kondisi psikologis, akal, dan kematangan anak untuk menentukan hak asuh. Langkah ini 

akan lebih optimal dalam merealisasikan prinsip maqāṣid syarī‘ah, hifz al-din, hifz al-

aql, ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl, dan hifz al-mal. 

1. Bagi Pemerintah Brunei Darussalam: 

Disarankan mempertahankan fleksibilitas yudisial, namun menyusun standar objektif 

agar keputusan hakim tetap konsisten dan transparan. Fleksibilitas ini harus tetap 

memastikan perlindungan anak berkebutuhan khusus, sehingga hak-hak mereka 

terpenuhi secara substantif, selaras dengan hifz al-din, hifz al-aql, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-

nasl, dan ḥifẓ al-māl. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Penelitian dapat mengeksplorasi praktik nyata pengasuhan anak berkebutuhan 

khusus atau dampak jangka panjang kebijakan hak asuh terhadap kesejahteraan anak. 

Hal ini dapat memperdalam pemahaman implementasi maqāṣid syarī‘ah dalam hukum 

keluarga modern dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum hadanah 

yang lebih adaptif. 
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